
 
 

70 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

I. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Perkembangan penelitian blockchain terkait cryptocurrency dan 

bitcoin akan diuraikan berdasarkan rekap literatur utuk mengetahui 

frekuensi penelitian dari tahun ke tahun, wilayah asal peneliti dan 

wilayah penelitian untuk mengetahui perkembangan penelitian 

mengenai blockchain terkait cryptocurrency dan bitcoin. Dari 

frekuensi penelitian, perkembangan blockchain terkait 

cryptocurrency dan bitcoin tidak dimulai dari tahun 2009 (tahun 

munculnya bitcoin) tetapi dimulai ditahun 2014 (bersamaan dengan 

munculnya blockchain 2.0) dan berfluktuatif dari tahun ke tahun 

terutama pada tahun 2018 meningkat secara signifikan. Dari wilayah 

penelitian blockchain terkait cryptocurrency dan bitcoin terlihat 

bahwa mayoritas peneliti membuat penelitian yang ruang 

lingkupnya umum/global, hal ini menunjukan bahwa penelitian 

teknologi blockchain terkait cryptocurrency dan bitcoin yang masih 

abstrak konsepnya sehingga sebagian besar peneliti masih meneliti 

dalam ruang lingkup global atau umum, walaupun ada beberapa 

peneliti yang berani untuk melakukan penelitian dengan ruang 

lingkup suatu negara, tetapi masih terhitung sedikit. 

2. Pemanfaatan cryptocurrency dengan teknologi bitcoin sebagai 

sistem pembayaran terintegrasi di Indonesia memiliki dampak 

positif. Hal ini dapat mengatasi masalah kompatibilitas yang muncul 

akibat banyaknya uang digital di Indonesia. Penerapan 

cryptocurrency dengan bitcoin dapat membantu masyarakat dengan 

mengintegrasikan semua infrastruktur menjadi satu, sehingga hanya 

perlu menggunakan satu jenis uang digital. Namun, dibandingkan 
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dengan negara lain yang telah menerapkan cryptocurrency, 

Indonesia masih belum memadai dalam hal regulasi, reaksi publik 

yang kurang antusias, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang 

belum mendukung, meskipun infrastrukturnya sudah memadai. 

3. Dalam beberapa penelitian yang dikumpulkan, terdapat tujuh 

manfaat dari cryptocurrency yang mendukung tujuan transaksi 

digital yang lebih cepat, mudah, dan aman. Manfaat-manfaat ini 

termasuk menggabungkan sumber daya komputasi (baik dari bank 

maupun non-bank) untuk menciptakan jaringan terdesentralisasi, 

sehingga masyarakat hanya perlu memiliki satu jenis uang 

elektronik dan tidak perlu membawa uang secara fisik. Selain itu, 

cryptocurrency memiliki sifat portabilitas yang memudahkan dalam 

penggunaannya, tingkat keamanan yang lebih terpercaya, menjaga 

kerahasiaan data pribadi pengguna, mempercepat sistem 

pembayaran tanpa batasan geografis dan negara, serta 

memungkinkan transfer instan secara peer-to-peer tanpa adanya 

server pusat. Meskipun tidak semua manfaat tersebut memenuhi 

semua unsur lebih cepat, lebih mudah, dan lebih aman secara 

bersamaan, namun ke-7 manfaat tersebut minimal memenuhi satu 

unsur yang dianggap penting untuk mendukung tujuan transaksi 

yang lebih cepat, mudah, dan aman. 

II. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat 

diajukan Penulis kepada pemerintah Indonesia, dan masyarakat untuk 

meningkatkan perlindungan hukum bagi pengguna Apple Pay dalam 

pemanfaatan cryptocurrency sebagai alat pembayaran berdasarkan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. Saran-saran tersebut antara lain: 

a. Keberadaan mata uang kripto adalah sebuah fenomena yang harus 

kita hadapi dengan bijaksana dan tidak boleh diabaikan begitu saja, 

karena hal ini merupakan bagian dari perkembangan zaman dan 

teknologi yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemerintah 
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memiliki tanggung jawab penuh untuk mengatur secara efektif mata 

uang kripto ini agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat 

dan pemerintah perlu menyempurnakan regulasi yang 

mengakomodasi penggunaan cryptocurrency sebagai alat 

pembayaran. Bank Indonesia dapat mempertimbangkan untuk 

mengeluarkan peraturan yang mengatur kegiatan penggunaan 

cryptocurrency secara jelas dan memberikan panduan bagi 

pengguna Apple Pay dalam menggunakan cryptocurrency sebagai 

alat pembayaran. Selain itu, dibutuhkan kerjasama yang erat antara 

regulator, seperti Bank Indonesia, dan industri, seperti perusahaan 

teknologi pembayaran, untuk mengembangkan standar keamanan 

dan prosedur yang lebih baik dalam penggunaan cryptocurrency 

sebagai alat pembayaran. Kerjasama ini dapat memastikan 

perlindungan yang memadai bagi pengguna Apple Pay.  

Masyarakat juga sebaiknya lebih berhati-hati dalam menggunakan 

mata uang kripto atau mata uang virtual lainnya sebagai alat 

pembayaran sebelum ada undang-undang atau peraturan yang 

mengatur dengan jelas hal ini. 

b. Pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak 

terkait untuk menghasilkan kesepakatan hukum yang seimbang 

dalam hal mata uang kripto, sehingga tercipta prinsip-prinsip dan 

aturan hukum yang selaras. Tujuan dari penyelarasan ini adalah 

untuk menciptakan sistem hukum yang sederhana, memberikan 

kepastian hukum, dan memastikan keadilan bagi semua pihak 

terkait. 
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GLOSARIUM 

 

Bit Pay : Bit Pay adalah sebuah perusahaan pembayaran yang 

memungkinkan transaksi menggunakan Bitcoin dan mata uang 

kripto lainnya. Bit Pay menyediakan solusi pembayaran untuk bisnis 

yang ingin menerima pembayaran dalam bentuk kripto. 

 Chip : Chip adalah suatu perangkat elektronik kecil yang memiliki sirkuit 

terpadu dan berfungsi untuk menyimpan, memproses, atau 

mengontrol data atau instruksi elektronik.  

Double Coincidence of Wants: Double Coincidence of Wants (Kesamaan 

keinginan ganda) adalah konsep ekonomi yang menggambarkan 

situasi di mana dua pihak harus saling membutuhkan barang atau 

jasa yang ditawarkan oleh pihak lain agar terjadinya pertukaran.  

Electronic Data Capture (EDC): Electronic Data Capture (Pengambilan Data 

Elektronik) adalah proses untuk mengumpulkan informasi transaksi 

elektronik, seperti kartu kredit atau kartu debit, menggunakan 

perangkat elektronik.  

Face ID : Face ID adalah fitur keamanan pada perangkat elektronik yang 

memungkinkan pengguna mengaksesnya dengan menggunakan 

pemindaian wajah.  

Fiat Money : Fiat Money (Uang Fiat) adalah jenis uang yang nilainya ditetapkan 

oleh pemerintah atau otoritas moneternya dan tidak didukung oleh 

nilai intrinsik seperti emas atau perak.  

Hash : Hash adalah fungsi matematika yang mengonversi data menjadi 

kode yang unik dan tetap panjang, yang digunakan untuk 

memverifikasi integritas data.  
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Hyperinflation : Hyperinflation adalah keadaan dimana tingkat inflasi 

sangat tinggi dan nilai mata uang secara drastis menurun dalam 

waktu singkat. 

Liquid : Liquid (Liquidity) dalam konteks keuangan merujuk pada aset yang 

dapat dengan cepat dan mudah diubah menjadi uang tunai tanpa 

mengurangi nilainya.  

Microchip : Microchip adalah perangkat kecil yang terdiri dari sirkuit terpadu 

dan digunakan untuk menyimpan dan memproses informasi 

elektronik. 

Near Field Communication (NFC): Near Field Communication (Komunikasi 

Near Field) adalah teknologi komunikasi nirkabel yang 

memungkinkan perangkat elektronik berkomunikasi dan bertukar 

data pada jarak dekat, biasanya dalam radius beberapa sentimeter. 

Non State Actor: Non State Actor (Aktor Non-Negara) adalah entitas atau pihak 

yang tidak terkait dengan pemerintah suatu negara, tetapi memiliki 

pengaruh atau peran dalam suatu bidang atau masalah tertentu. 

Peer to Peer : Peer to Peer (P2P) adalah model komunikasi atau pertukaran 

informasi langsung antara dua atau lebih pihak tanpa melibatkan 

perantara atau otoritas pusat.  

Self Upgrading: Self Upgrading (Peningkatan Diri) adalah kemampuan suatu 

sistem atau perangkat untuk meningkatkan dirinya sendiri secara 

otomatis, baik dalam hal keamanan, fungsionalitas, atau performa.  

Store of Value : Store of Value (Simpanan Nilai) mengacu pada kemampuan suatu 

aset, seperti uang atau barang berharga, untuk mempertahankan nilai 

relatifnya dari waktu ke waktu. Aset yang baik sebagai simpanan 

nilai harus memiliki stabilitas nilai dan dapat diandalkan sebagai 

bentuk investasi atau cadangan kekayaan.  
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Touch ID : Touch ID adalah fitur keamanan pada perangkat elektronik yang 

memungkinkan pengguna mengaksesnya dengan menggunakan 

pemindaian sidik jari.  
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